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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali
mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat.
Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di
masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap
norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan
dipandang sebagai suatu kejahatan.' Anak sebagai bagian dari keluarga,
merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya.’

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak
sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada
dipermukaan bumi ini (in der welt sein). Kedudukan anak dalam lingkungan
hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap
anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan
tergolong tidak mampu atau di bawah umur’. Mengingat ciri dan sifat yang khas
pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal wajib
disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
Proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan

pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar
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memahami masalah anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana harus
dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan, namun dalam pelaksanaannya
tidak demikian. Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah
melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak
tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang
harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat
konvensional maupun bersifat transnational crime dilakukan oleh profesionalisme
aparatur yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik
berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara
proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia
kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir 2014 masih
berkembang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pemberatan yang
bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dan pemberatan. Perilaku anak yang menyimpang sering
disebut dengan kenakalan anak (juvenile delinquency). Perilaku tersebut tidak
sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul
pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.*

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile
delinquency dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun
dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang

terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan

* Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana, Ul Press,
Jakarta, 2014, hlm. 34



sebagainya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.008 kasus
kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah sepanjang kuartal pertama Tahun
2011. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran,
penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA.
Angka itu meningkat setiap tahun. Tahun 2012 terjadi 2.413 kasus kriminal anak
usia sekolah, selanjutnya Tahun 2013 yakni sebanyak 2.508 kasus.’

Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang
khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak
pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan
perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam
banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap
perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.
Mengingat sifatnya yang khusus pemerintah telah memberikan landasan hukum
yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi
anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran
hukum. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai Kinderstrafrecht
atau hukum pidana anak. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan
hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana
diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia-home page. http://www.kpai.or.id/berita/
kriminalitasanak/artikel.php. diakses tanggal 11 September 2015 Pkl. 17.00 WIB



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan
bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-
undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang
dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak
tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga
dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebalinya
apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan
belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang
dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas)
tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan
melalui peradilan umum bukan peradilan anak,”®

Pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
pencurian dengan pemberatan yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 363
ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diberikan tidak
bertujuan untuk menghancurkan masa depan anak yang telah melakukan tindak
pidana. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak.

Sanksi hukuman terhadap anak nakal (juvenile delinquency) dapat diberikan
tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;

% Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak



c. perawatan di rumah sakit jiwa;

d. perawatan di LPKS;

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f.  pencabutan surat izin mengemudsi;

g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf £
dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut
Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana
penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Masalah yang ditangani pelaku anak di Sat Reskrim Polrestabes Semarang
tahun 2018 :

a. Pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP pelaku 4 orang
b. Pencurian dengan kekerasan pasal 368 KUHP pelaku 1 orang
c. Penganiayaan pasal 351 KUHP pelaku 2 orang

d. Pengeroyokan pasal 170 KUHP pelaku 2 orang

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba
menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Proses Penyidikan
Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di

Sat Reskrim Polrestabes Semarang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka
permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana pencurian
dengan pemberatan di Sat Reskrim Polrestabes Semarang?
2. Apa faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan dengan pelaku anak di Sat Reskrim Polrestabes Semarang?



3. Bagaimana solusi terhadap hambatan penyidikan tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dengan pelaku anak di Sat Reskrim Polrestabes

Semarang?

C. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana
penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyidikan tersangka anak
dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim
Polrestabes Semarang .

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang ditemui penyidik
dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan
pelaku anak di Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi terhadap hambatan dalam
penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku

anak di Sat Reskrim Polrestabes Semarang .

D. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua
yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

pemikiran di bidang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana



khususnya mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dengan pelaku anak.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyidik dalam
menangani kasus yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam
penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang
ditangani oleh polres-polres yang ada di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan jawaban atas persoalan—persoalan dalam
penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam
bidang hukum serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan
dan penegakan hukum serta menjadi referensi khusus bagi
mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

b. Mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam
menganalisis suatu kasus yang kongkrit serta mengetahui

kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan
hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari
arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.”

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah

7 Soerjono Soekanto .Op, Cit. him. 22.



a. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang
bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.®

b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. °’

c. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
dan yang turut serta melakukan perbuatan. '°

d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.''

e. Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Pencurian adalah barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya
secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak

sembilan ratus rupiah KUHP.

¥ ANSI/EIA-632-1998 Processes for Engineering a System, Appendix A, hlm. 66

’ Dikutip dari www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf. diakses pada
12 mei 2015, 21:58

' Pasal 55 ayat (1) KUHP

H Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54



F.

g. Pencurian dengan pemberatan atau kualifikasi adalah suatu pencurian

dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat
lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang
maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun
dari Pasal 363 KUHP.

Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari
dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang telah
dilaporkan oleh pelapor atau yang telah diadukan oleh pengadu, yakni
untuk  menemukan tersangkanya. Selanjutnya dalam KUHAP
memberikan definisi mengenai penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana Utama Polres Kota Semarang
Tengah yang berada dibawah Kapolres Kota. Sat Reskrim bertugas
melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan
tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik

lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Kerangka Teoritis

1.

Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi



kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses
perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide
dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak
hal."?

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang
mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara
konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana
seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam
suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam
mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan
menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide

atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial,

"2 Dellyana, Shant.1988 Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty him 32



dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk

mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.
Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-

kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan

hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal

secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang

bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua
subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan
aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan
sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin
dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

seharusnya.



b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada
nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan
formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut
penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi
kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses
perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide
dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak
hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3
bagian yaitu:"’

a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif

13 Ibid hlm 39



(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini
tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara
ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup
aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi
hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat
penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup
yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana
yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam
penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan
hukum secara maksimal.

c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana
dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan
dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan
actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan
hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana

(criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem

struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan



pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat

hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3

dimensi:

a.

Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative
system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang
menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi
pidana.

Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif
(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai
aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan
diatas.

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system),
dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula
diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam

lapisan masyarakat.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.



Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab
secara normatif, bukan sosiologi."*

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus
dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. "

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi
tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan
konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya
tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

" Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
15 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar [lmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.



secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan
tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.'

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu.'’

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum,
yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang
mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya
kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari
sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang
hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum
dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan
untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata

untuk kepastian.'®

16 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,
Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

' Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya
Bakti,Bandung, 1999, him.23.

'® Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit
Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83



Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-
sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav
Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian
yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan
kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga
demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif
harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang

ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu
masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan
tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode
penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.'” Selanjutnya
penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan
analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di
dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu
permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data

ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him. 6



1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang
dimaksudkan dengan pendekatan yuridis empiris adalah usaha mendekati
masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan
kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan
empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik
penelitian lapangan.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu
melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan
sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga
data sekunder yang berhubungan dengan Proses Penyidikan Tersangka Anak
Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim
Polrestabes Semarang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian
dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data
yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan
pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.
Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih
bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini

bersumber pada dua jenis, yaitu:



a. Data Primer
Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang
akan ditelti dalam penulisan ini. Data Primer ini akan diambil dari
tanya jawab kepada 4 (empat) Responden Penyidik/Penyidik Pembantu
Sat Reskrim Polrestabes Semarang.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur
kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis,
konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok
cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori
dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono
Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
studi kepustakaan dengan.”” cara membaca, mengutip dan menelaah
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan
literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan
dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari
peraturan perundang-undangan®'

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

%% Soerjono Soekanto,1986. Op.cit .hlm 41
*! Ibid.,hlm. 20



2)

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor
73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

¢) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik.

g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman RI.

j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang



dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-
makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder®
seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung
lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan
untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan
yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.*

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis
akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :
a. Studi Kepustakaan
Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara
menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan
yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier.**

2 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
Ulpress, 2007), hlm. 52

P, Joko Subagyo, 1997, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm 109.

#* Muhammad Nazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111



b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang
sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai
data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui
relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui
pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.>

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat
disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian
ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis,
terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan
mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam
konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian
ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara
langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan,
pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan
dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data
dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta
pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah

dirumuskan. Polrestabes Semarang akan melakukan wawancara denggan

* Burhan Bungin. 2008. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,
Dan Ilmu Sosial Lainnya), edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.



Ipda Dirga Abriawan, S.Tr.K, M. Gargarin Friyandi, S.I.LK, Ragil Tri

Wibowo, Aiptu Adi Gesit Satata.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis

data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian

ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang

mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana pencurian dengan pemberatan dan pemberatan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB1

BABII

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual,
Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan
sebagai  dasar untuk penulisan dan pembahasan bab-bab
selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Anak, Prinsip
Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencurian, Pencurian dengan

Pemberatan, Penyidikan, dan Pencurian menurut Perspektif Islam.



BAB III

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu
tentang proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana
pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polrestabes
Semarang, faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana
pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak di Sat Reskrim
Polrestabes Semarang dan solusi terhadap hambatan penyidikan
tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak di
Sat Reskrim Polrestabes Semarang

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap

permasalahan yang diangkat oleh penulis.



